
 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN DAERI\H PROVINS! BENGKULU 

N0MOR 6 2012 

TENTANG 

!:MBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN h:EPADA PEGAWAl NEGERl SIPIL DAERAH 
PROVTNSI BENGKULU 

. Menimbang 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 
negeri sipil daerah pada satuan kerja pemerintahan 
daerah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan kebijakan 
pembenan tambahan penghasilan berbasis kinerja 
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja 
dan secara definitive harus didahului dengan perbaikan 
birokrasi melalui progeam reformasi birokrasi; 

b. bahwa penghasilan pegawai negeri sipil daerah pada 
satuan kerja pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu 
belum memenuhi standar kebutuhan hidup yang la.yak 
yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik 
secara optimal; 

I 
c. bah'A·a dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
h:euangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagimana telah diubah 
beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubal1an 
h:edua atas Peraturan Menteri daJam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan 
Daeral1. Pemerintah Daerah dapat memberikan 
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri S1pil 
Daerah: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud pada hu.ruf a b d,L, c ,:,er!u dibentuk Perarurcu1 
:Jae.al' P,O\"L"1s: Se~~!-:;.;:.: -e::,ang Pemberian Tambahan 
~enghasilar: ~epacia ?ega·.;-2 i\egeri SipiJ Dae:-ah 
ProYms: Bengkuiu. 



 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 196 7 ten tang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Aras Undang-Undang Nomar 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepcga\\"aian 
(Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
l~euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4486); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab 
1':euangan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran 
r,egara Republik Indonesia "iomor 48441: 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang l<encana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran 
Kegara Republik Indonesia Tahun 2007 l\omor 33. 
Tarnbahan Lembarn.n Kegaz-a Republik Indonesi,t 
l\omor 4 7001: 

! 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahru1 Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tenrang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578): 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia N~mor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Provinsi Bengkulu (Lernbaran Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6); 



 

Menetapkan 
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Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 
BENGKULU 

clan 

GUBERNUR BENGK'ULU 

PERATURI\N DAERAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERJ SIPIL DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 
BENGKULU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksucl clengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu clan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
3. Gubernur aclalah Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD. 

adalah DPRD Provinsi Bengkulu. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, se!anjutnya disingkat SKPD, 

adalah Satl)an Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengh7.!IU. 
6. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS 

yang terclaftar clan bekerja pacla SKPD sen.a gajin~·a dibebankan 
pacla Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah. 

7. Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah. selanjutn:rn 
disingkat APED, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pernerintah daerali dan Dewan Perwakilan Rah~·at Daerali yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Berbasis kinerja adalali hasil kerja yang ditujukan umuk 
mendapatkan ourptl!. ourcome dan inpact dari suatu peker]aan. 

9. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau arau 
keterbatasan prasarar1a dan sarana angh-utan urnurn baii: 
darat, laut maupun udara dan prasarana sosiaJ dan ekonom1. 

iO. Beban kerja PNS adalah Jumlat ,,·ah,u kef]a dan keahfou: 
yang dibutuhkan unruk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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11. Prestasi kerja PNS adalah hasil kerja yang di capai seseorang 
PNS dalarn melaksanakan tugas clan fungsinya yang 
didasarkan pada kecakapan , kesungguhan. 

12. Disiplin kerja PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalarn 
peraturan perundang-undangan bila tidak ditaati/ dilanggar 
dijatuhi sanksi 

13. Reforrnasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan 
pernbaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistern 
penyelenggaraan pemerintahan. 

1-1. lnsentif adalah penghasilan tarnbahan vang diberikan kepada 
PNS vang dapat menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi atau target yang telah ditetapkan. 

15. hOnpensasi adalah penghasilan tarnbahan yang diberikan 
kepada PNS atas dasar keadaan tempat tugas, keadaan 
pekerjaan dengan risiko trnggi dan/ atau kelangkaan profesi. 

16.-Tunjangan kesejahteraan adalah pemberian tarnbahan 
pcnghasilan bagi PNS guna membantu pemenuhan kebutuhan 
vang mendesak setiap awal tahun ajaran. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asas-Asas 

Pasal 2 

Pelaksanaan pemberian tarnbahan penghasilan berbasis kinerja 
kepada PNS berasaskan: 

' a. Asas kepastian hukum: 
b. Asas ketepatan waktu: 
c. Asas kesarnaan hak; 
d. Berkelanjutan: 
e. l~eterbukaan. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 
Pembenan tan1bahan penghasilan berbasis krncr:ia benujuan: 
a . !\le:-wujudkan refo,masi birokras1: 
b. Meningkatkan k,-s,,-_iahte.aan dan meningkatkan mmi\·asi ke;-ja 

P!\'S: 
c·. t-.,ewujudi:an prnfes1onalisme PNS. 
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Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 
r 1) Pemberian tambahan penghasila:n bagi PNS di Lingkungan 

Pernda Provinsi Bengkulu meliputi: 
a. lnsentif; 
b. l"'ompensasi dan; 
c . Tunjangan kesejahteraan. 

12) Insenuf sebagaimana di maksud pada ayat (l) huruf a diberikan 
kf>pada PNS atas dasar beban dan prestasi kerja yang dmkur 
pada setiap bulann_,·a. 

131 h:ompensas, sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
diberikan kepada PNS atas dasar tempar benugas atau kondisi 
kerja yang berisiko tinggi atau kelangkaan profesi. 
TunJangan kese_iahteraan seperti d.imaksud pada ayat (11 bun.if 
r: diberikan kepada PNS yang tidak didasarkan pada 
pengukuran beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, 

. kondisi kerja yang berisiko tinggi dan kelangkaan profesi. 

BAB III 

JENIS-JENIS TAMBA..."q_AN PENGHASILAN 

Bagian Kesatu 

Insentif 

Pasal 5 

(1 I lnsentif dapat diberikan kepada PNS berdasarkan lingkat 
prestasi dan capaian target didasarkan pada penilaian hasil 
kerja. 

(2) h:riteria prestasi kerja PNS di lingkungan pemerintahan provinsi 
Bengkulu ditentukan iebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Kedua 

Kompensasi 

Pasal 6 

, 1 l"'onpensas; dapa: diberiJ..:an kepada P!'iS yang dnugaskan di 
daerah rerpencil. oekeriaa:. dengan res1ko tinggi dan kelangkaan 
profesi. 

12 h_i---iteno \·a,g d1maksud pad2 aya~ ! l i ditentukan iebih ian.iut 
denga..---, P4C>:-a~ur-c=..11 Gub~:--::·~-
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Ba.gian Ke tiga 

Tunjangan Kesejahteraan 

Pasal 7 

Tunjangan Kesejahteraan adalah pemberian tac7ibahan penghasilan 
bagi PNS guna membantu pemenuhan kebutuhan yang mendesak 
setiap awal tahun ajaran. 

BAB IV 

PEMBIA Y Afa.J.i 

Pasal 8 

Pembiayaan tambaha.TJ penghasilan berbasis bne1ja bagi PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 maupun 
tunjangan kesejahteraan sebagairnana d imaksud dalam Pasal 7 
dibebankan pada APBD Pro,·insi Bengkulu. 

BA:B V 

MEKANISME PEMBERL-'\N TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS 
KINERJA 

Bagian Kesatu 

Pegawai Nege ri Sipil Penerima 

Pasal 9 

(i) PegaY,ai negeri sipil yang menerima tambahan penghasilan 
berbasis bnerja adalah PNS di lingkungan pemerintahan 
Provinsi Bengkulu :,·ang ditugaskan pada Sl(PD Pemerintahan 
Provinsi Bengh.-ulu. 

(2) Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat hak atas tambahan 
penghasilan berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a . PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat; 
b. PNS yang dikena\.;.an pemberhentian sementara dari jabata..'1 

negeri; 
c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 

(satu) bulan berturut-turut ; 
d. PNS yang melakukan curi di]uar tanggungan l\'egar2.: 
, . Pf\S ycu1g bersl-aLus pega\,·ai ti1-ip2J1 yang berasal da:-i lua:

Pemerimah Pro,·insi Bengkulu: 
f. PNS Pemeri..maI1 Pro,·insi Bengku lu yang c:uLitipka.'1 di 

i..r1s1a..-1si di luar ProYinsi Bengku!u. 
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Bagian Kedua 

Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja 

Pasal 10 

(11 Besarnya tambahan penghasilan berbasis kmeIJa bagi PNS 
sebagaimana dimamaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana 
dimamaksud dalam Pasal 7 sebesar satu bulan gaj1. 

Bagian Ket iga 

Wal.-i:u Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja 

Pasal 11 

(1) Tambahan penghasilan berbasis kinerja sebagaimana dimaJ.;sud 
dalam Pasal 5 d an Pasal 6 diberikan setiap bulan setelah 
dilakukan Reformasi Birok.rasi. 

(2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 diberikan setiap tahun pada bulan Juli. 

Bagian Keempat 

Dasar Pe nghitungan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja 
Berdasarkan Kinerja 

Paragraf 1 

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berupa Insentif 

Pasal 12 

(11 Pemberian tambahai1 penghasilan berbasis kinerja dala,n bentuk 
insentif diberikan kepada PI\S ya11.g mencapai beban dan prestasi 
kerja sesuai tugas pokok dan fungsi ,·ang diukur setiap 
bulannya. 

(21 Pengukuran beban kerja dari prestasi kerja sebagaimai1a 
dimaksud oada a,·at ( 1, dibedal;ari amara Pi~$ . ?'~S cieiu::cL, 
jabatan fun.gsionai· dan PI\S dengar1 ~Jabatan St:uktu:-21. ..... 

131 Pengukuran beban kerja d2_, p:-estas; kerja yang d1maksud pada 
a_\·at (l I dan ayat (21 diatur iebih Janjut deng2.J1 Pera,uran 
Gubernur. 
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Paragraf 2 

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berupa Kompensasi 

Pasal 13 

(1) Pemberian tunjangan dalam bentuk kompensasi diberikan 

kepada PNS berdasarkan tempat tugas, pekerjaan mengandung 

risiko tinggi dan kelangkaan profesi. 
(2) Kriteria pemberian tunjangan konpensasi diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Gubernur 

Pasal 14 

Pega\\"ai Negeri Sipil hanya dapat menerima salah satu tambahan 

penghasilan berbasis kinerja. 

BAB VI 

REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 15 

(1) Pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja diberikan 

setelah dilaksanakan Reformasi Birokrasi. 
(2) Reformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

meliputi: 
a. reformasi dibidang Penataan Organisasi dan kelembagaan; 

b. reformasi Penataan Tata Laksana; dan 
c. reformasi Penataan Sumber Daya Manusia Dan Aparatur. 

(3) Reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) telah selesai paling lambat waktu 2 tahun sejak 

peraturan daerah ini ditetapkan. 
(4) Kreteria penyusunan, instrumen dan tolok ukur standar 

operasional yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Gubernur. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi 

PNS seperti dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah 

ini berlaku setelah dilaksanakan reformasi birokrasi seperti 

dimaksud dalam Pasal 15. 
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Pasal 17 
Pelaksanaan Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir setelah berlakunya tambahan penghasilan berbasis kinerja telah berlaku secara definitif. 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 18 

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya; merrierintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal C3 - o~ 2012 

Plt. GUBERNUR BENGKULU ~~:~~UR, 
H. JUNAlDI HAMSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal & - ct - 2012 

Pe a Utama Madya 
Nip.19530812 197803 1 006 

LEMEAR.AN DAER.\H PRO\TNSl B£:Wh.'ULU TA.HUN 2012 NOMOR f; 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU 
NOMOR TAHUN 2012 

TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

PROVINS! BENGKULU 

I. UMUM 

Pegawai negeri merupakan salah saru elemen instrumen pcmerintahan 
yang terpenting di dalam suatu organisasi pemermtahan. Peran pega1,·ai negeri 
dalam menentukan keberhasilan tugas pemerintahan dalam melakukan 
pelayanan publik tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab keberadaan pegawai 
negeri merupakan faktor penting dalam mev,'Ujudkan visi dan misi setiap 
satuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu tantangan yang 
dihadapi oleh setiap satuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara 
Kesatuan R1 pada era reformasi ini ialah menumbuhkan pegawai negeri dengan 
profesionalisme kinerja yang tinggi. 

Pegawai negeri yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian. disiplin, dan 
kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam 
mclaksanakan tugas sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna. Narnun 
sekali lagi prasyarat menuju terv.'Ujudnya profesionalisme kinerja 
membutuhkan sentuhan kebijaksanaan perbaikan kesejahteraan. Seiring 
dengan perbaikan kesejahteraan itu, dilakukan upaya pembinaan, penyadaran, 
dan kemauan kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. 
Apabila setiap pegawai negeri penuh kesadaran bekerja optimal, maka 
pelayanan publik dan perv.'Ujudan tujuan pemerintahan akan lebih mudah 
tercapai. 

Peningkatan sikap, perjuangan, pengabdian, disiplin kerja, dan 
kemampuan profesional dapat dilakukan melalui serangkaian pembinaan dan 
tindakan nyata agar upaya peningkatan prestasi kerja dan Ioyalilas pegawai 
negeri dapat menjadi kenyataan. Salah satu upaya pemerintah dapat 
melakukan kebijakan perbaikan penghasilan pegawai negeri, namun tidak 
serta merta menjan1in keberhasilan peningkatan profesionalisme kinerja dan 
pelayanan publik yang diharapkan dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Oleh 
karena itu, perbaikan penghasilan sebagai sebuah kebijakan harus dibarengi 
bahkan didahului dengan kebijakan reformasi birokrasi. 

Pada ta...l-1un 2011 selu:uh hc:nc~tcr.ar:/ Lcmbaga ciihar-apkan telab 
memiliki komitmen dalam melaksanakan ornst>s reformasi birokrasi. dan pada 
tahun 2014 secara bertahap da.i berkelanjutan ditargetkan sclurun 
Kementerian/Lembaga tclah memilik.I kekua.ar: umuk memulai prnses 
tersebut. Pelaksanaa., Rcformasi Birokl-asi i:lsta.nsi _iuga ciiperluas sampai 
dengan ke daerah. sehingga pada tahu:1 2025 b1rokrasi pemerimahan yang 
profesional dan berintegri.tas tinggi dapat d1wujudkan. 
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Pemerintah melalui Kementerian Negara PAN sudah mulai merancang 
sistem renumerasi/penggajian untuk mendorong terwujudnya pegawai negeri 
yang professional produktif, akuntabel, pasal dan ayat di atas untuk 
mendorong pemerintah untuk berusaha mengubah penggajian bagi pegawai 
negeri yang target pelaksanaannya sampai tahun 2009, akan tetapi target 
tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksa.'1akan, karena belurn berjalannya 
reformasi birokrasi sebagai prasyarat meningkatkan kesejahtcraan pegawai 
negeri sipil. 

Upaya pemberlakuan kebijakan tambaha.n penghasila., berbasis kinerja 
bagi pegav.'ai negeri Pernerintah Pro,·ir1si Bengkulu diharapkan berdampak 
kepada peningkata.n kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilai: 
berbas1s kinerja tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga 
menumbuhka.n motivasi kerja yang lebih tinggi. Maka seca.ra tidak langsung 
memberikan kesejahteraan immaterial terhadap lebih kurang 1.8 juta jiwa 
penduduk Provinsi Bengl-..'Ulu. karena menikmati manfaat kualitas kiner.ia 
yang cepat, tepat dan bermutu. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 

Huruf a. 

Yang dimaks.ud "Kepastian huh.Ll.m" adaiah pembenan tan1bahan penghasilan 
mendapatkan jaminan akan dia..riggarkan. 

Huruf b. 

Yang dimaksud dengan "ketepatan "ah.--ru" adalah pemberian penghasilan 
tambahan sesuai waktu yang telah ditentukan 

Huruf c. 

Yang dimaksud asas "kesamaar1 hak" adalah bah"a setiap PNS dalam 
lingkunga.n Pemerintahan Daerah Propinsi Bengkulu mempunyai hak _,·ang 
sama terhadap ta..T11bahan penghasilan. 

Huruf d. 

Yang dimaksud asas "berkelanju,a.r," adala..1-: pe:nb:c>na.., nenghasilar. ta.,-nl;al12....-1 
diber-ikan setiap bukar.: atau rahun s~cara te:-u.s mene-:-us. 

Huruf c. 

\·a.t1g dimal.;.sud denga.--: .. }\.sas het~rbukaa:-.- ac?.i2.:1 asas :,:an~ memOuka di:·j 
rerhadap hak masy2..;-akat unruk me:nperoie;-, mfo:-mas~ ya..,g bena:-. _iu.1u,. da:-. 
tidal-: d!skrimi.:.1.atif 1:e:1t?....._?}g pen\·ele:1gg2:aa-: ~ega;-c.. dengar~ tetap 
memperhatikan _oe:-lindungan atas hal: asas; p:-ioaci:. goiongan dar: rahas;a 
Negara 



 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cub.7.lp jelas 
Ayat (4) 

Cub.7.lp jelas 
Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 6 
Ayat (1) 
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Contoh "daerah terpencil" di Propinsi Bengkulu adalah Enggano 
Enggano 

Contoh "pekerjaan berisiko tinggi" adalah Polisi ~ehutanan. 
Comoh "kelangkaan profesi" seperti dokter spesialis jantung. 

Ayat (2) 
Cub.7.lp jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Culmp_ielas 

Pasal 9 
Amr (li 

Cu!mp Jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 10 
Ayat (11 

Cukup jelas 
A~at (21 

Cukup jelas 
Pasal 11 
Ayat , l \ 

Cukup _jeias 
A,·at (2j 

Cul:up _ielas 
?asal 12 
Aya- I l i 

:ukup jelas 

Cui:::up jelas 



 

Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
PasaJ 14 

Cukup jelas 
Pasal 15 
A_, at 11 I 

Cukup.1eias 
A_1·at (21 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cuku p j e-las 
Pasal 16 

Cukup_jelas 
PasaJ 17 

Cukupjelas 
Pasal 18 

Cukupjelas 
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